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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1    Tinjauan Umum Pegadaian

2.1.1  Pengertian Pegadaian
Pengertian Perusahaan Umum Pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut :

Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang mempunyai izin secara resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti di maksud dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 di atas

2.1.2 Peranan Pegadaian

Tugas pokok Perum Pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman atau pun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

2.1.3    Kegiatan Usaha Pegadaian
Perum Pegadaian mempunyai kegiatan usaha diantaranya sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana

Dana yang diperoleh oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

· Pinjaman jangka pendek dari Perbankan

· Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya

· Penerbitan obligasi

· Modal sendiri

b. Penggunaan Dana

Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut ini :

· Uang kas dan dana likuid lain

· Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris.

· Pendanaan kegiatan operasional

· Penyaluran dana

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50 % dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.

· Investasi lain

Kelebihan dana atau idle fund, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun penyaluran dana belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanam dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namum penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian.

c. Produk dan Jasa Perum Pegadaian

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut :

· Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

· Penaksiran nilai barang

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

· Penitipan barang

Jasa lainnya yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di Pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

· Jasa lainnya

2.2 Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai

2.2.1 Pengertian Gadai

Pengertian gadai menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX pasal 1150  , Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengucualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Usman, 1995:357)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang)oleh orang yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melinasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak (pemberi dan penerima gadai )masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut 

a.   Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Penerima Gadai adalah Pihak yang menerima barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang.

1) Hak Pemegang Gadai

· pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau  pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.

· Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.

· Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (Hak Retentie)

2) Kewajiban Pemegang Gadai

· Pemegang gaai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.

· Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.

· Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi Gadai adalah Pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan utang.

1) Hak Pemberi Gadai

· Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.

· Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.

· Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjaualn barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, sewa modal dan biaya lainnya.

· Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

2) Kewajiban Pemberi Gadai

· Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk sewa modal dan biaya lainnya yang telah ditentukan pemegang gadai.

· Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.
2.2.3 Jenis-Jenis Barang Yang Dapat Digadaikan

Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi :

a. Barang Perhiasan

Perhiasaan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia.

b. Kendaraan

Mobil, sepeda motor, sepeda, becak, bajaj,dll

c. Barang elektronik

Kamera, lemari es, Freezer, Radio, Tape Recorder, Video Player, Televisi, Komputer, Laptop, Handphone,dll

d. Barang Rumah Tangga

Perlengkapan dapur, peralatan makan,dll

e. Mesin-Mesin

Mesin jahit, mesin kapal motor

f. Tekstil

Berupa pakaian, permadani atau kain batik/sarung

g. Baran lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di Perum Pegadaian, perlunya meminimalkan risiko yang ditanggung Perum Pegadaian, serta memperhatikan peraturan yang berlaku.

 Maka Barang – barang yang tidak dapat digadaikan antara lain :

a. Binatang Ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.

b. Hasil Bumi, karena mudah busuk atau rusak

c. Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimilki oleh pegadaian.

d. Barang yang cepat rusak, busuk atau susut

e. Barang yang amat kotor

f. Kendaraan yang sangat besar

g. Barang-barang seni yang sulit ditaksir

h. Barang yang sangat mudah terbakar

i. Senjata api, amunisi dan mesiu

j. Barang yang disewabelikan

k. Barang milik pemerintah

l. Barang ilegal

2.2.4 Penaksiran
Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan penentuan harga pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir.

Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Kantong

a. Emas

· Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat

· Petugas Penaksir melakukan pengujian karatase dan berat

· Petugas menaksir melakukan nilai taksiran

b. Permata

· Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.

· Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata

· Petugas penaksir melakukan nilai taksiran

2. Barang Gudang (mobil, mesin, barang elektonik, tekstil dll)

· Petugas penaksir melihat harga pasar setempat (HPS) dari barang.

Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

· Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu.

2.2.5 Pemberian Pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditentukan olehh Perum Pegadaian berkisar antara 80 hingga 90 %.

Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlahya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Barang yang digadaikan diasuransikan oleh Perum Pegadaian yang diperoleh dari peminjam dana. Pemberian uang pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya selain untuk premi asuransi. Perlu ditekankan disini bahwa angka-angka dalam persyaratan dan penggolongan pinjaman tersebut bukanlah sesuatu yang baku atau berlaku untuk sepanjang masa. Perum Pegadaian selalu mengamati perkembangan perekonomian untuk menentukan angka dalam syarat-syarat pinjaman diatas masih relevan atau tidak.

Berdasarkan penjelasan diatas, nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil dari nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah munculnya kerugian, apabila tenyata nasabah pada saat jatuh tempo tidak mampu atau tidak bersedia menebus barang yang digadaikan, maka Perum Pegadaian akan menjual barang tersebut melalui pelelangan.

Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor: 020/OP.1.0021/2001 tentang perubahan tarif sewa modal adalah sebagai berikut:

a. Golongan A

Jumlah pinjaman antara Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 40.000,00 adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

b. Golongan B

Jumlah pinjaman antara Rp.40.500,00 sampai dengan Rp. 150.000,00 adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan B. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

c. Golongan C

Jumlah pinjaman antara Rp.151.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan C. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

d. Golongan D

Jumlah pinjaman antara Rp.510.000,00 sampai dengan tidak terbatas adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan D. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

Nasabah harus membayar pinjaman disertai dengan sewa modal yang besarnya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya suku bunga tersebut disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman yang diberikan. Adapun mengenai rincian besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebagi berikut :

a) Untuk kredit golongan A, besarnya bunga 1,25 %, dengan maksimum sebesar 10% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 10%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau selama 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,00 sampai dengan Rp. 400,00.

b) Untuk kredit golongan B, besarnya bunga 1,5 %, dengan maksimum sebesar 12% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 12%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau selama 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 12% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 1.000,00 sampai dengan Rp. 2.000,00.

c) Untuk kredit golongan C, besarnya bunga 1,75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau selama 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 12.000,00.

d) Untuk kredit golongan D, besarnya bunga 1,75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau selama 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,00 sampai dengan Rp. 400,00 dan nasabah harus membayar uang asuransi sebesar 0,5% x Uang pinjaman minimum sampai dengan Rp. 25.000,00.

Bunga gadai yang harus dibayar oleh nasabah kepada Perum Pegadaian tidak boleh lebih dari hitungan hari kelimabelas (15 hari sekali). Sebab jika bunga tersebut dibayarkan pada hari keenambelas, besarnya bunga akan naik dua kali lipat setiap harinya (kelebihan satu hari akan dihitung 15 hari). Misalnya seorang nasabah yang masuk dalam golongan A telat sehari dalam pembayaran bunganya, maka bunga yang harus dibayarkan akan dua kali lipat, yaitu sebesar 2,5 %. Begitu juga seterusnya jika tejadi keterlambatan lagi di hari berikutnya.

Sedangkan untuk lebih jelasnya mengenai penggolongan uang pinjaman berikut bunganya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel  2.1
Penggolongan Uang Pinjaman

(Dalam Rupiah)

	Gol
	Uang Pinjaman
	Jangka Waktu
	Sewa Modal/ 15 Hari
	Maksimum

 sewa modal
	Biaya Simpanan  &

Asuransi

	A
	5.000 – 40.000
	120 hari
	1.25 %
	10%
	200 – 400

	B
	40.500 – 50.000 
	120 hari
	1.05 %
	12%
	1.000 – 4.000

	C
	151.000 – 500.000 
	120 hari
	1.75 %
	14%
	5.000 – 12.000

	D
	510.000 – ke atas
	120 hari
	1.75 %
	14%
	0.5% x UP. Min 250.000


Sumber : Prospektus Perum Pegadaian 2001

Tabel  2.2
Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Penaksiran
	Gol
	Uang Pinjaman
	Prosentase Terhadap 

Taksiran

	A
	Rp. 5000 – Rp. 40.000
	91%

	B
	Rp. 40.500 – Rp. 150.000
	89%

	C
	Rp. 151.000 – Rp. 500.000
	88%

	D
	Rp. 510.000 Ke atas
	88%


Sumber : Prospektus Perum Pegadaian 2001

Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman di Perum Pegadaian tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di bank. Dalam Perum Pegadaian, prosedur untuk memperoleh dana pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat. Karena pada prinsipnya Perum Pegadaian tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dalam perbankan. Sedangkan prosedur mendapatkan dana pinjaman dari Perum Pegadaian adalah sebagai berkut :

a) Calon nasabah datang langsung ke loket penaksiran dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.

b) Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya kerugian.

c) Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.

Sedangkan prosedur pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian dapat dilihat pada gambar 2.1
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2.2.6 Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari :

a.   Pokok Pinjaman

b.   Sewa modal

c.   Biaya Lelang

Adapun tata cara pelelangan menurut pedoman operasional pada Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

I.      Pemberitahuan Lelang

a) Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir setiap kantor cabang diwajibkan mengirim Daftar Tanggal Lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke Kanda masing-masing.

b) Kanda membuat Daftar Ikhtisar Lelang untuk daerahnya dengan memperhatikan usulan Daftar Tanggal Lelang dengan memperhatikan Usulan Daftar Tanggal Lelang dari Kantor Cabang dengan memperhatikan:

1) Kantor Cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak diadakan lelang pada tanggal yang sama;

2) Sedapat mungkin lelang dilakukan pada hari yang sama;

3) Lalang tidak dilaksanakan pada hari libur;

4) Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.

c) Apabila dikemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka tanggal lelang itu boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada Kepala Kantor Daerah dan Inspektur Daerah.

d) Tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui :

1) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang;

2) Media informasi lainnya (Radio, Surat Kabar dan media lainnya);

3) Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah;

4) Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang;

5) Pemberitahuan tertulis kepada Dinas Penerangan Setempat;

6) Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan;

7) Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang, barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan.

e) Barang jaminan yang dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh kredit. Dengan demikian tanggal jatuh tempo yang dicantumkan pada setiap SBK setiap hari berubah atau menyesuaikan.
· Untuk kredit tanggal 1 Januari, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 27 Agustus.

· Untuk kredit tanggal 18 Mei, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 14 September.

· Untuk kredit tanggal 27 Oktober, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 23 Februari. 

II. Persiapan Lelang

a) Paling lambat tujuh hari sebelum lelang Kepala Cabang membentuk Team Pelaksana Lelang yang terdiri dari :

1) Satu orang ketua (Kepala Kantor Cabang atau Pegawai yang ditunjuk).

2) Dua orang anggota (sedapat mungkin penaksir) yang bertugas sebagai petugas administrasi.

b) Barang yang akan dilelang ( kecuali barang gudang dan mobil) dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, paling cepat lima hari sebelum lelang.

c) Berdasarkan nomor-nomor pada Buku Pelunasan dan Buku Kredit yang masih lowong, Kepala Cabang memberitahukan kepada pemegang gudang atau penyimpanan nomor-nomor barang yang harus dikeluarkan dari gudang/kluis masing-masing untuk diserahkan kepada Team Pelaksana Lelang.

d) Untuk penerimaan barang dari pemegang gudang, jumlah menurut rubric/ribuan/golongan terlebih dahulu dicocokkan dengan saldo pada Buku Gudang, serah terima barang jaminan dari pemegang gudang kepada Team Pelaksana Lelang harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang.

Oleh Team Pelaksana Lelang diperiksa lebi dahulu semua nomor yang masih “Terbuka” di dalam Buku Kredit yang bersangkutan dengan membubuhkan garis merah dibelakang nomor itu.

Team Pelaksana Lelang lalu mencocokkan barang itu dengan nomor yang masih “terbuka” di dalam buku kredit, juga diperiksa apakah benang ikatan, kitir, dan jepitan barang itu tidak rusak. Apabila terdapat perbedaan harus diperiksa letak kesalahannya. Nomor barang itu ditulis di dalam Berita Acara Lelang menurut rubric di bawah tiap kolom ribuan/rubric/golongan yang harus dibubuhi paraf oleh Ketua Team Pelaksana Lelang

e) Barang jaminnan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan pada SBK rangkap dua (barang yang terbungkus pada waktu itu dibuka) serta kitirnya digunting sedemikian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja. Nomor ini lalu ditempelkan (diikat) pada barang yang bersangkutan.

Team Pelaksana Lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksir ulang ditulis pada halaman belakang rangkap dua SBK.

Barang jaminan yang telah diperiksa tersebut (bila memungkinkan) dimasukan ke dalam lemari kaca/pitrin di dalam ruang publik menurut rubric sebelum barng tersebut dilelang.

f) Pada hari lelang barang gudang dan mobil diserahkan oleh penyimpan kepada Ketua Pelaksana Lelang. Apabila terdapat banyak barang jaminan barang gudang dan mobil yang akan dilelang, sehingga pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada hari akan diadakan lelang, maka pemeriksaan barang dapat dimulai tiga hari sebelum lelang.

g) Jika pada waktu pemeriksaan (taksiran ulang) terdapat barang yang tidak cocok dengan SBK rangkap duat atau FPK yang bersangkutan dan terdapat beda taksiran yang besar karena salah menggunakan peraturan terdapat tanggal jatuh tempo yang salah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang. Tentang hal ini dibuat berita acara rangkap dua yang ditandatangani oleh semua anggota Team Pelaksana Lelang dan Pemegang gudang penyimpan barang yang bersangkutan.

Kejadian ini segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Daerah dengan melampirkan satu lembar berita acara, kemudian barangnya disimpan oleh Kepala Cabang.

h) Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan atau nasabah maka barang tersebut tidak boleh dilelang.

i) Jika terdapat perbuatan curang, maka Kepala Cabang harus segera mengambil tindakan yang perlu. Apabila penyelidikannya membenarkan prasangka itu Kepala Kantor Cabang harus segera mengabarkan kepada Kepala Kantor Daerah.

j) Paling cepat tujuh hari sebelum pelaksanaan lelang, SBK rangkap dua dari barang jaminan yang akan dilelang dicabutdari berkasnya dan dijahit menjadi satu pada sudut kiri bagian atas, SBK rangkap dua itu dibuatkan penjelasan. Bilamana sesudah SBK rangkap dua yang bersangkutan oleh Kepala Cabang/wakilnya ditulisi “Dilunasi” dan tanggal pelunasan dicantumkan pada dwilipat SBK tersebut.

III.   Pelaksanaan Lelang

a) Pada hari lelang, barang gadai yang akan dilelang kecuali barang gudang dan mobil, oleh penjaga siang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkan kepada umum, di bawah pengawasan/tanggung jawab Ketua Team Pelaksana lelang.

b) Pada waktu lelang Team Pelaksana Lelang bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang, oleh karena itu kecuali Team Pelaksana Lelang dilarang berada diruangan pelaksana Lelang.

c) Seperempat jam sebelum lelang dimulai, SBK rangkap dua dan barang gadai golongan Barang Gudang dan Mobil yang akan dilelang dibawa ke tempat lelang di bawah pengawasan Kepala Cabang sendiri. SBK rangkap dua lelang harusdijaga benar agar para pembeli tidak dapat mengetahui jumlah taksiran dan uang pinjaman.

d) Lelang harus dipimpin oleh Ketua Team Pelaksana Lelang.

e) Jika anggota Team Pelaksana Lelang berhalangan, maka pekerjaan anggota tersebut dirangkap oleh Ketua Team Pelaksana Lelang/ Petugas pengganti yang ditunjuk.

f) Pada waktu lelang, kasir lelang diwajibkan mencatat nama para pembeli/kongsi dan jumlah uang yang dibayar, uang muka dari pembeli/konhsi yang telah diterimanya dalam Daftar Rincian Penjualan Lelang. Setelah selesai pelaksanaan lelang daftar tersebut harus ditandatangani oleh kasir lelang.

g) Barang-barang dilelang menurut urutan nomor SBK rangkap dua.

h) Ketua Team Pelaksana Lelang menyebut dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual menurut SBK rangkap dua. Barang kain, sarung, dan sebagainya dibuka lipatannya (dibeber) dan barang lainnya diperlihatkan kepada umum. Cacat dan ciri dari barang harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah pengaduan di kemudian hari.

i) Ketua Team Pelaksana Lelang harus mengatur supaya barang-barang jangan sampai dijual terlalu cepat. Kepada para pembeli harus diberikan waktu yang cukup untuk menawar penawaran sampai dengan Rp 40.000,00 harus dinaikkan dengan kelipatan Rp 500,00 penawaran antara Rp 40.500,00 sampai Rp 150.000,00 dinaikkan dengan kelipatan Rp 5.000,00 dan penawaran lebih besar dari Rp 500.000,00 dinaikkan dengan kelipatan Rp 10.000,00,

j) Pada waktu lelang barang yang tidak disukai tidak boleh dijadikan satu dengan barang yang disukai pembeli, karena jika dijadikan satu maka uang kelebihan lelang dari masing-masing barang tidak dapat ditipkan dan hal ini akan merugikan nasabah/pemilik barang yang bersangkutan.

k) Sebelum dilelang semua barang jaminan harus ditaksir lagi menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu, taksiran baru oleh oleh Team Pelaksana Lelang dicatat pada SBK rangkap duat atau pada halaman belakangnya. Penetapan harga lelangnya adalah sebagai berikut:

1) Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari Uang pinjaman dan sewa modal dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apbila tidak ada penawaran sampai sampai serendah-rendahnya sebesar uang yang telah dibulatkan itu, harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang (BSL).

2) Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari Uang pinjaman dan sewa modal, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran baru dan sewa modal (penuh) dari uang pinjaman menurut taksiran baru, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah-rendahnya, maka harus dibeli perusahaan sebagai Barang sisa Lelang.

3) Berhubungna pegadaian sebagai pelaksana lelang tidak membenai biaya lelang penjual sebesar 3% dari lakunya lelang, untuk itu perusahaan menanggung semua biaya lelang penjual sebesar 3 % untuk pelaksanaan lelang.

l) Kepala Cabang harus megirimkan kepada Kantor Daerah daftar harga emas yang dilelang selambat-lambatnya tiga hari setelah lelang.

m)  Pada waktu lelang harga penjualan dan nama pembeli dicatat oleh Ketua Team Pelaksana Lelang sendiri pada SBK rangkap dua bersangkutan dengan spidol atau tinta merah. Pengawas pengisi Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) (yang tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai Ketua Team Pelaksana Lelang) mencatat pendapatan dari barang yang telah dijual menurut pendengarannya. Supaya pekerjaan lelang dapat dilakukan dengan cepat, maka sebelum lelang dimulai pelaksana lelang harus mencatat dalam DRPL nomor-nomor barang yang akan dilelang yang dikutip dari SBK rangkap dua, jika perlu dengan menyebutkan ”SH” di belakang nomornya untuk barang yang pernah dilaporkan hilang. Jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah dicatat dalam DRPL asalkan barang yang dijual dengan perkataan “tiga kali” , maka nomornya tidak boleh dicoret akan tetapi di belakang nomor itu diberi catatan “TEBUS”.

n) Sebelum lelang dimulai, pemegang kas kredit atau pelunasan memberikan uang secukupnya kepada kasir lelang untuk dipergunakan sebagai kembalian.

o) Semua pembayaran pada waktu lelang harus dilakukan tunai. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% ongkos lelang pembeli dan 0.7 % (7 permil) dana sosial. Dalam hal ini ongkos lelang pembeli 9% dan 0.7% dana sosial, dihitung dari jumlah lakunya lelang untuk mempercepat pekerjaan lelang, maka kepada para pembeli dapat diizinkan membayar setelah lelang, akan tetapi dalam hal ini Team Pelaksana Lelang harus mengawasi, bahwa para pembeli itu lebih dahulu harus menyetor uang kepada kasir lelang sejumlah uang jaminan (tanggungan) yang akan diperhitungkan kemudian sehabis lelang. Jumlah pengembalian ini tidak boleh melebihi uang yang telah disetorkan terlebih dahalu.

p) Setelah semua barang habis dilelang, pendapatan lelang harus dijumlah di bawah tanggung jawab Ketua Team Pelaksana Lelang. Jumlah ini dicocokkan dengan jumlah menurut catatan pada SBK rangkap dua.

q) Tulisan yang salah harus diperbaiki, yaitu agar petunjuk “sebetulnya…..” dan diparaf oleh pegawai dan Ketua Team Pelaksana Lelang. 

r) Ketua Team Pelaksana Lelang tidak boleh meninggalkan tempat lelang, sebelum pekerjaan tersebut selesai dan uang dari kasir lelang telah diserahkan kepada kasir pelunasan. Setiap penyerahan/penerimaan uang ini dilakukan dengan Buku Serah Terima uang sesudah jumlah ditetapkan oleh kasir lelang dan Ketua Team Pelaksana Lelang. 

s) Sehabis lelang kepada setiap orang dan kongsi dilarang melelangkan atau menjualbelikan barang yang telah mereka beli dari lelang di halaman kantor cabang Perum Pegadaian.

t) SBK rangkap dua barang yang sudah dilelang disimpan oleh Kepala Cabang dan dibinasakan sesudah mendapat persetujuan Kepala Kantor Daerah. SBK rangkap dua barang yang tidak boleh dilelangkan harus disimpan sampai mendapat penetapan dari Kantor Daerah.

u) SBK rangkap dua barang sisa lelang dibinasakan sesudah barang yang bersangkutan dijual habis atau sesudah ada perintah dari Kepala Kantor Daerah.
IV.   Administrasi Lelang

a)    Pendapatan dari Lelang, menurut perincian dimasukkan ke dalam DRPL

b)    Berdasarkan DRPL dibuat Berita Acara Lelang (BAL).

V.    Pengelola Barang Sisa Lelang

a)     Pengertian Barang Sisa Lelang

Barang Sisa Lelang adalah barang jaminan yang ditaksir dengan wajar tetapi pada saat lelang tidak laku dijual, selanjutnya ditetapkan menjadi milik (asset) perusahaan.

b)     Pengakuan

Barang Sisa Lelang diakui dan dicatat sebagai transaksi mutasi asset dari pinjaman yang diberikan (aktiva lancar) menjadi aktiva lainnya (aktiva tidak lancar).

c)     Perlakuan

Barang jaminan yang diberlakukan sebagai Barang Sisa Lelang adalah barang jaminan yang tidak baku dilelang akibat hal-hal sebagai berikut yaitu:

1) Barang Jaminan Emas

· Turunnya harga emas sehingga harga jual minimal lelang lebih rendah dari HPP atau HPS. Penurunan harga tersebut harus dapat dibuktikan dengan klipping Koran yang menginformasikan harga emas pada tanggal pelaksanaan lelang tersebut.

· Harga penawaran lelang lebih rendah dari harga jual minimal lelang yang didasarkan pada HPP atau HPS yang berlaku akibat adanya fluktuasi harga sehingga daya beli pembeli lelang menjadi rendah.

2) Barang Jaminan Non Emas

Terjadinya penurunan harga akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya perubahan selera masyarakat terhadap mode yang berdampak langsung sehingga harga penawaran lelang lebih rendah dari harga jual minimal lelang. Adanya penurunna harga tersebut harus dapat dibuktikan secara absahh dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dengan kliping Koran atau daftar harga pasar setempat

d) Penilaian

Barang Sisa Lelang dinilai berdasarkan harga pembeliannya yakni sebesar harga jual minimal lelang tanpa tambahan biaya lelang (9+0.7)%

e) Administrasi dan Pembukuan

1) Karena Barang Sisa Lelang diakui dan dicatat sebagai mutasi asset, maka adanya Barang Sisa Lelang pada setiap lelang tidak perlu dicatat pada Berita Acara Lelang (BAL). dengan demikian, Berita Acara Lelang  hanya berisi data barang jaminna yang laku dilelang saja.

2) Barang jaminan yang sudah ditetapkan sebagai Barang Sisa Lelang dicatat pada buku Register Barang sisa Lelang (RBSL). Kemudian berdasarkan Register Barang Sisa Lelang (RBSL) tersebut dibukukan pada :

· Buku kredit yang bersangkutan pada nomor yang menjadi Barang Sisa Lelang sebagai penghapusan.

· Buku Ihktisar Kredeit dan Pelunasan bulan kredit yang bersangkutan dikredit sebesar uang pinjaman Barang Sisa Lelang.

· Buku Kas didebet sebagai pelunasandan dikredit pembelian Barang Sisa Lelang.

· Buku Uang kelebihan eks Barang Sisa Lelang.

· Buku Gudang dikredit sejumlah Barang Sisa Lelang

f) Pembayaran Uang Kelebihan Barang Sisa Lelang

Uang kelebihan eks Barang Sisa lelang dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan uang kelebihan adalah selisih antara harga pembelian Brarang Sisa Lelang setelah dikurangi dengan uang pinjaman dan sewa modal, atau


g)     Penyelesaian BSL
1. Dijual dibawah tangan

Pedoman harga penjualan Barang Sisa Lelang ditetapkan sebagai berikut :

a) Barang Sisa Lelang Emas

· Penjualan Barang Sisa Lelang jangka waktu kurang dari 30 hari dijual sebesar Harga Pembelian X 109.7 %

· Penjualan Barang Sisa Lelang jangka waktu lebih dari 30 hari sampai dengan 60 hari dijual sebesar Harga Pembelian X 105 %, atau kebijakan lain dari Kepala Kantor Daerah atau usul penurunan harga jual yang telah diajukan sebelumnya. Selisih lebih atau kurang atas penjualan ini dibukukan sebagai laba/rugi perusahaan.

b) Barang Sisa Lelang Non Emas

Diusahakan Barang Sisa Lelang harus sudah terjual dalam jangka waktu 30 hari, namun demikian apabila jangka waktu tersebut belum laku terjual, Kepala Kantor Cabang dapat mengusulkan penurunan Harga Jual kepada Kepala Kantor Daerah sebelum mendapat keputusan penurunan harga jual secara bertahap sesuai kebijakan Kepala Kantor Daerah.

2. Dimutasikan antar cabang

Barang Sisa Lelang emas atau non emas sebelum diusulkan penurunan harga jualnya dapat juga diupayakan penjualannya di Kantor Cabang yang berada di daerah kain yang diyakini dapat terjual lebh cepat. Pengiriman Barang Sisa Lelang ini dibukukan sebagai Rekening Antar Kantor (RAK) Mutasi Aktiva dan harus mendapat izin dari Kepala Kantor Daerah dan penjualannya di tempat yang baru harus memperhitungkan biaya pengirimannya. Barang sisa Lelang yang diminta oleh Hakim/Jaksa/Polisi harus diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. Pada buku Register Barang Sisa Lelang diberi catatan seperlunya. 
VI.   Lelang Terpadu

Lelang terpadu dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Direksi terhadap Kantor Cabang yang ditunjuk sebagai pelaksana.

VII.  Prosedur Lelang

Tabel 2.3

Prosedur Lelang

	No
	Pelaksanaan Lelang
	Langkah
	Aktivitas

	1
	Pelaksana Lelang
	1.
	Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jaminan yang akan dilelang. Formulir penjualan lelang beserta barang jaminannya.

	
	
	2.
	Cocokan dengan fisik barang jaminan yang akan dlelang

	
	
	3.
	Menetapkan harga penjualan lelang dengan pedoman sebagai berikut :

· Apabila taksiran baru lebih rendah dari UP+SM (penuh), maka harga minimal lelang harus sebesar UP+SM dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh

· Apabila taksiran baru lebih tinggi dari UP+SM, maka harga minimal lakunya lelang adalah sebesar UP maksimal berdasarkan taksiran baru +SM (penuh) berdasarkan UP baru.

	
	
	4.
	Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan biaya lelang pemebli sebesar 9% dan 0.7% dana sosial.

	
	
	5.
	Penjualan harga lelang didasarkan kepada penawaran tertinggi dan disetujui oleh pelaksana lelang dan langsung dicatat padadaftar rincian penjualan lelang.



	
	
	6.
	Setelah selesai lelang dibuat berita acara lelang (BAL) dan menyerahkan kepada kasir bersama dengan pendapatan lelang. Untuk barang-barang yang tidak laku dilelang dicatat pada Register Barang Sisa Lelang (RBSL).

	2
	Kasir
	7.
	Menerima BAL, RBSL, dan uang hasil penjualan lelang dari pelaksana lelang

	
	
	8.
	Atas dasar BAL dan uang tunai yang diterima dicatat pada LHK dan uang disimpan di brankas. BAL dan RBSL diserahkan kepada petugas bagian administrasi.

	3
	Bagian Administrasi
	9.
	Menerima Bal dan RBSL dari Kasir

	
	
	10.
	Mencatat nomor-nomor barang jaminan yang dilelang dari buku kredit dan membuat buku penjualan lelang.

	
	
	11.
	Berdasarkan bukti-bukti tersebut dibuat kas debet dan dicatat dalam buku kas.


Sumber : Perum Pegadaian
Formulir yang terkait :

1. Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang Akan Dilelang (BAPBJAL).

2. Daftar Barang Jaminan yang Akan Dilelang (DBJYAD)

3. Buku Penjualan Lelang (BPL)

4. Beita Acara Lelang (BAL)

5.  Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL).

6. Register Barang Sisa Lelang (RBSL)

7. Buku Uang Kelebihan (BUK).

[image: image2]
2.2.7    Berakhirnya Hak Gadai

Suatu perjanjian utang piutang pada dasarnya tidak ada bersifat langsung, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Hak gadai dikatakan batal atau berakhir apabila :

a) Utang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.

b) Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai.

c) Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masaing-masing.

d) Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai atau pun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

2.3       Pengertian Laba

Menurut I. Gilanso mengatakan bahwa :

“ Laba adalah selisih antara penerimaan atau pendapatan total dan jumlah 

seluruh biaya”.

(1999:36)
Menurut Soemarno S.R definisi laba adalah :

“Selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha”.

(2005:230)
Menurut Zaki Baridwan definisi laba adalah :

“Kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilik”.

(1997:31)
Sedangkan menurut Assegaf Ibrahim Abdullah menyatakan bahwa laba adalah :

“Bagi perusahaan adalah sejumlah keseluruhan adalah kelebihan pendapatan atas seluruh beban dan biaya”.

(2001:347)

I, Soemarno. S.R menyebutkan beberapa laba dalam bagian perhitungan laba rugi yaitu :

a. Laba Bruto

Laba Bruto yaitu selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Laba bruto kadang juga disebut laba kotor. Disebut laba kotor karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

b. Laba Usaha

Laba Usaha yaitu selisih antara laba bruto dan biaya usaha. Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan.
c. Laba Bersih

Laba Bersih yaitu selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian. Laba bersih merupakan angka terakhir dalam laporan laba rugi.

Laba memegang peranan yang penting dalam suatu laporan, karena laba dipergunakan untuk :

a Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara.

b Untuk menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dana yang akan ditahan dalam perusahaan.

c Untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan.

d Untuk menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonoi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang.

e Untuk menjadi dasar dalam perhitungan efisiensi.

f Untuk menilai prestasi atau kinerja perusahaan

g Perhitungan zakat dan kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhan-Nya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat.
2.4       Pengaruh Pendapatan Lelang Terhadap Laba

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh  pendapatan lelang terhadap laba perhatikan definisi-definisi berikut in :

Pendapatan menurut Theodorus M Tuanakotta 
 “Pendapatan (revenue) adalah inflow of assets ke dalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa”. 

( 2002:153)
Pengertian pendapatan lelang yaitu  :

 “ Pendapatan lelang adalah penerimaan yang didapatkan dari hasil penjualan barang dengan cara pelelangan”.

Pendapatan lelang tersebut dapat memberikan laba bagi perum pegadaian tergantung dari nilai taksiran barang yang digadaikan dengan hasil lelang yang diperoleh.

Menurut I. Gilanso mengatakan bahwa :

“ Laba adalah selisih antara penerimaan atau pendapatan total dan jumlah 

seluruh biaya”

            
                  ( 1999:36 )

Secara umum keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil lelang dengan pemberian pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikan oleh Perum Pegadaian.

Menurut definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan lelang mempengaruhi laba. Karena salah satu unsur laba adalah pendapatan selain biaya.
Nasabah





Petugas Penaksir





Kasir





1.Permohonan dan Penyerahan Barang Jaminan





3. Pencairan  Uang  Pinjaman





2. Informasi Penetapan Jumlah Pinjaman





Sumber : Perum Pegadaian





Gambar 2.1


Prosedur Pemberian  Kredit Gadai





Uang Kelebihan = Harga Penjualan BSL -  (Uang Pinjaman + Sewa Modal)





Pelaksanaan Lelang





Rp





BAL





RBSL





RBSL





RBSL





Rp





BAL





RBSL





Catat





LHR





BAL





RBSL





FPL





BAL





Lihat  Prosedur Akuntansi di Kantor Cabang





Keterangan :


BAL   = Berita Acara Lelang


RBSL = Regster Barang Sisa Lelang


FPL    = Formulir Penjualan Lelang


LSK   = Laporan sisa Uang Kelebihan


LRL   = Laporan Realisasi Lelang





Sumber : Perum Pegadaian





Gambar 2.2


Prosedur Pelaksanaan Lelang
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